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ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten”. Perluasan kawasan
Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang berdampak pada terbatasnya akses
masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam sebagai sumber
kehidupannya. Tumpang tindih batas wilayah, perbedaan zonasi antara Hutan Adat
dengan TNGHS, mengakibatkan perebutan sektor agraria tersebut, sehingga
terjadilah konflik.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori konflik agraria dan teori
resolusi konflik. proses pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, dengan cara
observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan. Pemaparan hasil dari penelitian
ini sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.

Hasil penelitian ini medeskripsikan faktor penyebab terjadinya konflik antara
masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan TNGHS, yaitu: paradigma kebijakan
pemerintah, kekuasaan penentu kebijakan yang tidak memihak masyarakat yang
hidup di dalam kawasan hutan, yang seharusnya kebijakan membuat masyarakat
merdeka tetapi dalam praktiknya kebijakan pemerintah tersebut justru mengancam
hidup masyarakat disekitar kawasan hutan. Ketidakpastian sistem hukum
masyarakat adat, hal ini yang memudahkan Taman Nasional mengklaim hutan Adat
Kasepuhan Karang masuk kedalam hutan Negara. Kehidupan masyarakat adat
Kasepuhan Karang yang menjaga tradisi leluhur dengan menjaga hutan adatnya
membuat masyarakat mempunyai inisiatif untuk mendorong pemerintah desa
memprjuangkan bersama dan mengembalikan hak-hak masyarakat atas kawasan
hutan adat tersebut. dalam proses resolusi konflik yang dilakukan melalui tahapan:
dialog, antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan juga dengan KLHK,untuk
mendorong pembuatan Perda pengakuan masyarakat Adat, selanjutnya melakukan
negosiasi, tahap ini dilakukan untuk membuat kesepakatan-kesepakatan kepada
Pemda, KLHK dan pihak-pihak terkait.Tahapan selanjutnya yaitu mediasi yang
merupakan tahapan terpenting dalam proses resolusi konflik di Kasepuhan Karang,
karena lahirnya Perda pengakuan masyarakat adat dan lahirnya SK penetapan hutan
adat Kasepuhan Karang. Setelah ditetapkannya hutan adat Kasepuhan Karang,
pemerintah Desa mulai melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
pembuatan ekowisata, penguatan masyarakat adat, pembentukan koperasi dan
penguatan PKK di Desa tersebut.

Kata Kunci: Konflik, Resolusi Konflik, Penguasaan Lahan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul
Skripsi ini berjudul “ Resolusi Konflik Dalam Penguasaan Lahan Dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten *’. untuk
menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran skripsi ini, maka
perlu ditegaskan beberapa pengertian dan istilah-istilah dari judul skripsi diatas

sebagai berikut:
1. Resolusi Konflik

Resolusi konflik menurut Fisher merupakan suatu upaya atau inisiatif
yang dilakukan untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dari suatu peristiwa
konflik. Inisiatif ini bisa datang dari para pihak yang terlibat dalam konflik
atau dari pihak ketiga yang tidak terlibat dalam konflik*. konflik dapat terjadi
karena beberapa hal, baik konflik politik, ekonomi, etnis, perdagangan dan
pembatasan. Penyelesaian konflik dari konflik yang terjadi dapat diselesaikan
oleh kedua belah pihak maupun oleh pihak luar yang menginginkan suatu

konflik diakhiri.

! Diah Arimurti, dkk., ¢ Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Studi
Tentang Desa Lubuk Mandrasah dengan PT. Wira Karya Sakti ”, Jurnal of politic and Government
Studies, Vol. 3, No. 1, 2014.



Upaya resolusi konflik yang terjadi antara masyarakat adat Kasepuhan
Karang yang hidup di kawasan hutan dengan kebijakan hutan Negara melalui
Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Hutan adat yang sempat dikelola
masyarakat diklaim hutan Negara melalui progam kerja kehutanan dan
kebijakan Negara.

Konflik masyrakat adat Kasepuhan Karang Dan pemerintah telah
berlangsung lama (minimal sejak Orba hingga sekarang). Selama kurun waktu
tersebut telah banyak upaya-upaya penyelesaian konflik antar keduanya dan
juga telah banyak upaya-upaya penyelesaian konflik antara keduanya. Upaya
yang telah dilakukan masyarakat adat Kasepuhan Karang dan pemerintah
diantaranya melalui beberapa model resolusi konflik; baik dengan cara Dialog,
Negoisasi dan Mediasi. Maka dapat ditegaskan bahwa pengertianResolusi
Konflik dalam penelitian ini adalah penyelesaian konflik yang terjadi dalam
hutan adat masyarakat (Kasepuhan Karang- Banten), yang selama ini dikelola
dan dimanfaatkan sumber daya alamnya oleh masyarakat adat dan sekitar
dalam kebutuhan sosial, ekonomi  yang kemudian bersebarangan dan
bertentangan dengan klaim hutan Negara beserta kebijakan kehutanan lainnya
(khususnya untuk tujuan-tujuan fungsi konservasi).

. Penguasaan Lahan
Penguasaan lahan adalah penguasaan satu atau lebih lahan; dalam

penguasaan lahan ini terdapat hubungan hukum antara orang per-orang,



kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah (land assemblage)?.
Penguasaan lahan merupakan tatanan, prosedur atas hak kepemilikan tanah dan
sumber daya alam lainnya. Lahan merupakan suatu asset utama bagi
masyarakat kepemilikan lahan akan sangat mempengaruhi tingkat
perekonomian bagi masyarakat®. Penguasaan lahan atas hak tanah juga dapat
memicu terjadinya konflik seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten
ketika pemerintah tidak memberikan pengakuan hutan adatnya dan mengganti
dengan kebijakan lainnya maka terjadi benturan dan konflik antar keduanya.
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu berasal dari alam yang dapat
dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya
alam berperan penting bagi kehidupan umat manusia, sumber daya alam juga
memiliki nilai sosial, ekonomi, budaya, dan makna spiritual. Setiap
masyarakat, budaya, etnis, suku tertentu memiliki pandangan beragam tentang
penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam itu sendiri®. Sumber daya alam
umumnya menjadi sumber untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,
namun bisa berubah menjadi masalah dan konflik jika terjadi pertentangan

pengelolaannya, seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang-Provinsi Banten..

? Kamus Agraria dan Tata Ruang, (Jakarta: Pohon Kencana, 2017), him. 234.

} Supriyati, dkk., “ Hubungan Penguasaan Lahan Dan Pendapatan Rumah Tangga Di
Pedesaan Kasus Di Propinsi Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat ”, Jurnal Socio-
Economi Of Agriculture and Agribusiness, Vol. 4, No. 1 (Februari : 2014).

* Hidayat, “Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Keembagaan Sosial”, Jurnal Citra
Lekha, Vol. 15, No. 1, (Februari: 2011).



4. Kasepuhan Karang Banten

Kasepuhan Karang adalah sebuah nama komunitas adat disalah satu
wilayah Lebak Banten, secara administrasi masuk kedalam Desa Jagaraksa,
kehidupan masyarakat adat Kasepuhan Karang masih menjaga aturan-aturan
adat dalam menjalankan kehidupan. Kasepuhan Karang merupakan salah satu
dari masyarakat adat yang wilayah hutannya masuk kedalam TNGHS yang
memperluas kawasan hutan dengan dijadikan areal konservasi. Basis
penghidupan dan upaya mempertahankan keberlangsungan hidup masyarakat
adat Kasepuhan Karang sangat bertumpu pada pengelolaan sumber daya alam
yang berbasis pada nilai nilai adat (indigenous knowledge) yang bersumber
pada tradisi adat Kasepuhan di wilayah provinsi Banten. Keberdaan
masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan memanfaatkankeragaman sumber
daya alam menjadi kunci dan strategi dalam pengembangan ekonomi yang
akan berujung pada konsekuensi kesejahteraan masyarakat®. Kasepuhan
Karang merupakan lokasi penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang

resolusi konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam.
Dari berbagai penjelasan istilah-istilah tersebut, maka yang dimaksud
dengan judul “Resolusi Konflik dalam Penguasaan Lahan dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten” adalah resolusi konflik

yang terjadi dalam pertentangan penguasaan lahan dan sumber daya alam di

> Dokumen Penelitian Rimbawan Muda Indonesia Tentang Masyarakat Adat Kasepuhan
Karang, (2017).



kawasan hutan, antara masyarakat (adat/lokal) Kasepuhan Karang Banten
dengan pemerintah terutama pihak Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

B. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya alam ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa,
dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini, hutan memiliki peranan
yang sangat penting. Hutan memiliki ragam sumber daya alam seperti mahluk
hidup dan juga tumbuhan yang menjadi hamparan, hutan juga merupakan
kekayaan yang dapat dikelola untuk membangun bangsa dan Negara. Hutan
merupakan aset untuk menopang pendapatan masyarakat sekitar dengan
memanfaatkan hasil dari pengelolaan yang baik, selain itu juga dapat menambah

pendapatan Negara dan pendapatan daerah®.

Hutan merupakan suatu ekosistem alam yang mempunyai satu kesatuan
antara tanah, tumbuhan, hewan dan lingkungannya. Dalam pasal 2 UUPK,
berdasarkan kepemilikannya, hutan dibagi menjadi: (1) Hutan Negara ialah
kawasan dan hutan yang tumbuh di atas yang tidak dibebani hak milik, (2) Hutan
milik ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik. Hutan yang
berdasarkan peraturan perundangan maupun hukum adat dikuasai oleh
masyarakat adat disebut juga sebagai hutan Negara, penguasaan atas tanah yang

berdasarkan hukum adat yang diakui dalam undang-undang agraria sebagai hak

® Supriadi, Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia , ed. 1, cet. 2, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2011), him. 1.



ulayat’. Hak ulayat sendiri merupakan kewenangan masyarakat hukum adat atas

suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya.

Masyarakat adat adalah “suatu kesatuan masyarakat yang tunduk pada
hukum adat, serta memiliki hubungan yang khas dengan tanah atau wilayah yang
mereka miliki secara turun temurun, serta terdapat karakteristik budaya yang khas
yang berbeda dengan masyarakat lainnya”. Menurut, Keraf A.S dalam buku Etika
Lingkungan Hidup (2010: 362) menyebut beberapa ciri yang membedakan
masyarakat adat dari kelompok lain, yaitu: (1) mereka mendiami tanah-tanah
milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian, (2) mereka mempunyai
garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut, (3)
mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku,
pakaian, tarian, cara hidup, peralalatan hidup sehari-hari, termasuk untuk mencari
nafkah, (4) mereka mempunyai bahasa sendiri (5) biasanya hidup terpisah dari
kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal

baru yang baru berasal dari luar komunisnya.

Di Indonesia, Budi Riyanto memberikan definisi masyarakat adat sebagai
berikut: “Masyarakat adat adalah kesatuan manusia yang tertentu, mempunyai
penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan, yang berwujud dan tidak bewujud,

dimana para anggota kesatuan itu masing-masing mengalami kehidupan dalam

7 Sandra Kartika dan Candra Gautama, Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap
Negara, (Jakarta: Lembaga Studi Pers & Pembangunan, 1999), him. 123-124.



masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorangpun di
antara para anggota mempunyai fikiran atau kecendrungan untuk membukakan

ikatan yang telah tumbuh itu, dalam arti melepaskannya untuk selama-lamanya”®.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dalam Undang-
Undang tersebut Negara menegaskan kembali kekuasaanya terhadap hutan
melalui pasal 5 ayat (1) “Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari a. Hutan negara,
dan b. Hutan hak”. Selanjutnya pada ayat (2) “Hutan negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat”®. Peraturan Negara
melalui undang-undang ini pun yang menjadi salah satu masalah masyarakat adat
yang telah lama mendiami hutan-hutan tersebut. Pembatasan pemanfaatan lahan
dan sumberdaya alam oleh pemerintah terhadap pengelolaan hutan justru
menimbulkan konflik terjadi, Pemerintah Nampak membabi buta memberikan
izin dan eksploitasi hutan, lahan tambang dan perkebunan yang membuat
masyarakat menjadi ketimpangan dengan hak-hak penguasa yang memiliki

kepentingan, hal ini pun sering terjadi di Indonesia.

Hutan adat adalah hutan yang berada di kawasan masyarakat hukum adat.
Hal ini pernah menimbulkan berbagai macam masalah, karena dalam aturan
hukum Indonesia hutan adat dianggap sebagai hutan Negara yang hak kelolanya

diberikan kepada masyarakat adat. Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang

® Budi Riyanto, Bunga Rampai Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam Menuju Smart
Regulation, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor,2006, him. 44.
8 Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 5 ayat (1 dan 2).



kehutanan seperti yang disebutkan diatas, hutan adat dikategorikan sebagai hutan
Negara. Hingga pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi mengeluarankan
Keputusan No. 35/PUU-X/2012 yang mengukuhkan status tentang hutan adat
bukan hutan Negara'®. Keluarnya putusan MK 35 pada tahun 2012 masih saja
menjadi kekaburan tentang penetapan hutan adat, dimana hutan adat diserahkan
kepada masyarakat adat tetapi tidak boleh berubah fungsi. Ancaman pencabutan
setelah penetapan hutan adat jika hutan yang awalnya area konservasi berubah
fungsi, seperti ibarat kepalanya dilepas tetapi ekornya tetap dipegang. Sehingga
beragam upaya dilakukan oleh masyarakat sipil agar mandat “koreksi
konstitusional kebijakan negara atas Hak dan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

(MHA) di kawasan hutan” dapat segera diimplementasikan.

Konflik tentang penguasaan lahan dan sumber daya alam antara
masyarakat dan pemerintah sudah sering terjadi, memperebutkan tanah yang
menjadi penunjang kesejahteraan masyarakat adat menjadi konflik agraris antar
individu dengan individu, individu dengan kelompok, bisa terjadi juga kelompok
dengan pemerintah yang merasa mempunyai hak atas kepemilikan tanah mereka.

Konflik perebutan lahan merupakan konflik agraria, konflik yang

19 pytusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012.



memperjuangkan kepentingan atas objek yang sama yaitu tanah dan segala

sesuatu yang berhubungan dengan tanah**.

Konflik penguasaan lahan banyak terjadi sekarang ini seperti,
permasalahan tanah ulayat pada masyarakat dayak Kalimantan. sengketa-sengketa
tanah di Kalimantan Timur sepertinya bukan hal baru lagi, konflik tersebut
muncul dari masalah eksploitasi hutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada
daerah pedalaman dayak. Pemerintah melakukan berbagai upaya pembangunan
seperti penebangan kayu, sebagian besar hutan di Kalimantan dieksploitasi habis
dengan tujuan untuk menambah devisa Negara, industri pertambangan yang tidak
menghormati hukum masyarakat adat yang berlaku. Sengketa—sengketa tanah
tidak hanya menimbulkan konflik anatra penduduk setempat dan pihak
perusahaan namun juga masalah tumpang tindihnya kepemilikan tanah. kejadian
umum yang timbul ketika seseorang yang membeli tanah (disertai dengan dngan
sertifikasi tanah) ternyata tumpang tindih dengan tanah orang lain. tidak adanya
kejalasan dalam menentukan kepemilikan tanah yang sesuai prosedur resmi
apalagi di tamabah dengan orang-orang dayak yang tidak mengikuti prosedur

terebut sehingga terjadi sengketa-sengketa tanah tersebut™.

" Mantiri Martine Marta, “Analisis Konflik Di Pedesaan Studi di Desa Lemoh Barat
Kecamatan Tombariri”, Jurnal Governonce, Vol. 5: 1 (2013), him. 7.

Bumi Manusia, “ Permasalahan Tanah Ulayat Pada Masyarakat Dayak Kalimantan”,
https://puntalogic.wordpress.com/2013/10/10/permasalahan-tanah-ulayat-pada-masyarakat-dayak-
kalimantan/, diakses pada tanggal 2 November 2017, pukul 23.38 wib.



https://puntalogic.wordpress.com/2013/10/10/permasalahan-tanah-ulayat-pada-masyarakat-dayak-kalimantan/
https://puntalogic.wordpress.com/2013/10/10/permasalahan-tanah-ulayat-pada-masyarakat-dayak-kalimantan/

Seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten konflik penguasaan dan
pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan
negara, terjadi karena status hutan produksi berubah menjadi areal konservasi yg
ditetapkan pemerintah melalui SK Menhut No. 282/Kpts-Il/ 1992, kawasan
tersebut ditetapkan statusnya sebagai Taman Nasional yang pengelolaannya
dilakukan olen UPT Balai Taman Nasional dengan luas areal mencapai 40. 000
ha dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 175/Kpts-11/2003,
kawasan TNGH diperluas menjadi 113,357 ha dengan nama Taman Nasional
Gunung Halimun Salak (TNGHS) dengan konsekuensi wilayah kerja bekurang™.
Perubahan status ini sangat memberikan pengaruh sangat luar biasa Yyaitu
masyarakat tidak diizinkan mengakses hutan adatnya, padahal masyarakat adat
yang berada di wilayah Kasepuhan Karang telah menjadikan hutan sebagai
sumber daya perekonomiaanya. Konflik penguasaan lahan di Kasepuhan Karang
yang berujung pada perampasan, pengusiran dan lain sebagainya'®. Selain
perampasan dan pengusiran yang dilakukan oleh Taman Nasional Gunung

Halimun Salak, tingkat perekonomian masyarakat pun menurun.

Sejak ditetapkan menjadi kawasan konservasi, warga dilarang untuk masuk

hutan, mengambil hasil hutan dan menggarap hutan sebagai huma. Bahkan ada

B Working Paper Sajogyo Institute No. 27, 2014, “Kasepuhan, Kepastian itu Takkunjung
Tiba Studi Konflik Teuniral Kehutanan Masyarakat Kasepuhan di Wilayah Gunung Halimun Jawa
Barat”. http://sajogyo-institute.org/wp-content/uploads/2016/05/RMI-et-al-2014.pdf, diakses pada
tanggal 7 November 2017, 11.02 Wib.

* Abdul Malik, “Komunikasi Politik Masyarakat Adat Kasepuhan Banten Kidul Studi Kasus
Pilkada Lebak”, Jurnal Scientium, Vol. 3, No. 5, Desember 2016, him 16.
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wacana dipindahkan (relokasi) ke lokasi lain, seperti dirasakan oleh Kasepuhan
Cibedug yang mendapat ‘mandat’ untuk menjaga situs Cibedug sebagai ‘titipan’
nenek moyang sejak tahun 1942". Beragam intimidasi dilakukan oleh petugas
lapang TNGHS, seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang yang mendapat

‘mandat’ untuk menjaga situs Kosala sebagai warisan leluhur turun temurun.

Ruang penghidupan masyarakat Kasepuhan yang diklaim masuk dalam
kawasan TNGHS berada dalam ketidakpastian dan ancaman. Sebab narasi yang
dibangun kawasan konservasi adalah bertujuan perlindungan, pengawaten dan
pemanfaatan lestari terhadap flora dan fauna. Dari perspektif konservasionis,
kegiatan manusia di dalam kawasan konservasi dianggap mengganggu tujuan
konservasi sehingga solusinya pemindahan penduduk. Bila dirunut cikal bakal
terciptanya tumpang tindih dan konflik di kawasan ekosistem Halimun-Salak
berawal dari pendefinisian hutan, penetapan fungsinya dan penatabatasannya

secara sepihak oleh negara melalui Kementerian Kehutanan®®.

Berdasarkan wuraian singkat diatas tentang latar belakang konflik
penguasaan lahan dan sumber daya alam yang terjadi di Kasepuhan Karang
Banten, maka penulis akan mendeskripsikan faktor-faktor yang memicu terjadinya

konflik. Selain itu juga tentang resolusi konflik dalam penguasaan lahan dan

> Dokumen Laporan Penelitian Sajogyo Institute, 2015 .
' Dokumen Laporan Penelitian Sajogyo Institute, 2015 .
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sumber daya alam antara masyarakat adat Kasepuhan Karang Banten dengan pihak

Taman Nasional Gunung Halimun Salak.

C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam suatu penelitian digunakan untuk memperjelas
dan lebih terarah sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar
belakang permasalahan diatas, maka peneliti merumuskan pokok masalahnya
sebagai berikut: Pertama, apa saja faktor terjadinya konflik dalam penguasaan
lahan dan pengelolaan sumber daya alam antara masyarakat adat Kasepuhan
Karang Banten dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak ? Kedua,
bagaimanakah proses resolusi konflik sebagai usaha dan inisiatif dalam
menyelesaikan permasalahan antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan

Taman Nasional Gunung Halimun Salak ?

D. Tujuan Penelitian
Adapun dari tujuan penelitian ini adalah: Pertama, mendeskripsikan faktor-
faktor terjadinya konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya
alam antara masyarakat adat dengan pemerintah di Kasepuhan Karang Banten.
Kedua, mendeskripsikan usaha-usaha dan inisiatif untuk penyelesaian konflik yang
terjadi dari konflik penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam antara

masyarakat adat dengan pemerintah di Kasepuhan Karang Banten.
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E. Manfaat penelitian
Dalam penelitian ini diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat
diambil, secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan wacana
mengenai resolusi konflik dalam penguasaan lahan dan sumber daya alam di prodi
Pengembangan Masyarakat Islam. Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi semua pihak, baik pemerintah TNGHS,
masyarakat adat Kasepuhan Karang Banten, maupun fasilitator dan mahasiswa
Pengembangan Masyarakat Islam dalam penyelesaian konflik tersebut. Penelitian
ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat umum
sehingga dapat memahami konflik dan penyelesaian konflik penguasaan lahan dan
sumber daya alam, agar konflik tersebut tidak muncul kembali di Indonesia.
F. Kajian Pustaka
Kajian tentang konflik telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik dari
kalangan akademisi atau lembaga masyarakat yang tertarik dengan konflik-konflik
yang terjadi di Indonesia. Untuk mendukung penelaah lebih dalam meliputi
selurun bagian yang perlu untuk menjadikan lengkap seperti yang telah
diungkapkan dalam latar belakang masalah diatas, maka peneliti berusaha
melakukan peninjauan terhadap pustaka yang ada. Hasil penelitian tersebut antara

lain:
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Pertama, Penelitian Muhammad Dassir, Resolusi Konflik Pemanfaatan
Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Di Kabupaten Luwu Timur'’,
Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan hutan yang dilkukan oleh
masyarakat dan klaim kawasan hutan oleh masyarakat yang akhirnya
menimbulkan berbagai konflik baik antara individu dengan individu bahkan
saudara, konflik berawal dari ketidak jelasan status tanah yang tidak memiliki
bukti kepemilikan lahan, konflik tersebut juga terjadi antara masyarakat dengan
pemerintah tentang penetapan hutan menjadi hutan produksi. Adapun perbedaan
pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan
kerangka teori, subyek dan obyek, lokasi penelitian.

Kedua, Penelitian Marinus Kristiadi Harun dan Hariyatno Dwi Prabowo,
Model Resolusi Konflik Lahan Di Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model
Banjar'®. Penelitian ini membahas tentang karakteristik konflik lahan, model
resolusi dan pengembangan institusi untuk penyelesaian konflik lahan yang
mengambil contoh kasus di KPHP Model Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis
lakukan adalah perbedaan kerangka teori, subyek dan obyek, lokasi penelitian

serta rumusan masalah.

7 Muh. Dassir, “Resolusi Konflik Pemanfaatan Lahan Masyarakat Dalam Kawasan Hutan Di
Kabupaten Luwu Timur”, Jurnal Hutan dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1, (Mei 2008), him. 2-3.

'® Marinus Kristiadi Harun dan Hariyatno Dwi Prabowo, “Model Resolusi Konflik Lahan Di
Kesatuan Pemangkuan Hutan Produksi Model Banjar”, Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi
Kehutanan, Vol. 11 No. 4 (Desember 2014).
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Ketiga, Penelitian Muhammad Mu’ammal Chamidi, Konflik Dan Resolusi
konflik Nelayan Di Desa Campur Rejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik™.
Penelitiannya ini membahas tentang awal mula terjadinya konflik, bentuk-bentuk
konflik dan resolusi konflik yang terjadi di masyarakat nelayan desa Campur Rejo.
Adapun perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis
lakukan adalah perbedaan kerangka teori, subyek dan obyek, lokasi penelitian dan
metode penelitian.

Keempat, Penelitian Diah Arimurti dkk, Resolusi Konflik Pertanahan di
Kabupaten Tebo Provinsi Jambi Studi Tentang Desa Lubuk Mandrasah dengan
PT. Wira Karya Sakti?’. Penelitiannya ini membahas tentang penyebab konflik
antara masyarakat Lubuk Mandrasah dengan PT. Wira Karya Sakti, pemicu
konflik terjadi karena faktor kepentingan. Adanya kegiatan land clearing yang
membuat kebun masyarakat tergusur. Adapun perbedaan pada penelitian ini
dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan kerangka teori,
subyek dan obyek, lokasi penelitian, waktu penelitian serta rumusan masalah.

Kelima, Penelitian Bayu Gagat Prasasti dkk, Strategi Penyelesaian Konflik
Penguasaan Lahan Di Lokapurna Taman Nasional Gunung Halimun Salak?.

Penelitiannya ini membahas konflik anatar masyarakat dengan Taman Nasional

® Muhammad Mu’ammal Chamidi, Konflik Dan Resolusi Konflik Nelayan Di Desa Campur

Rejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Sosiologi Fakultas IImu
Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, 2012).

?® Diah Arimurti, dkk, “ Resolusi Konflik Pertanahan di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

Studi Tentang Desa Lubuk Mandrasah dengan PT. Wira Karya Sakti”.

*! Bayu Gagat Prasasti, dkk., “Strategi Penyelesaian Konflik Penguasaan Lahan Di Lokapurna

Taman Nasional Halimun Salak”, Jurnal Media Konservasi, Vol. 20, No. 1, (April 2015).
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Gunung Halimun Salak karena terjadi perluasan perhutani wilayah TNGHS yang
mengakibatkan lahan garapan masyarakat berkurang. Adapun perbedaan pada
penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah perbedaan
kerangka teori, subyek dan obyek, lokasi penelitian serta rumusan masalah.

Keenam, Buku Inkuiri Nasional KOMNAS HAM berjudul Konflik Agraria
Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di Kawasan Hutan?. Buku ini
menjelaskan untuk menyelesaikan konflik hutan adat dalam kawasan hutan pasca
MK No. 35/PUU-X/2012. Buku ini juga menjelaskan inisiatif-inisiatif pemerintah
dengan masyarakat sipil untuk menyelesaikan konflik di kawasan hutan pasca MK
No. 35/PUU-X/2012. Inkuiri Nasional bertujuan untuk mencari trobosan resolusi
konflik antara masyarakat adat dan pemerintah melampaui penyelesaian kasus
perkasus, tetapi berusaha mencari terobosan kebijakan untuk menyelesaikan
konflik-konflik tersebut yang terjadi secara nasional. Adapun perbedaan pada
penelitian ini dengan penelitian yang akan penulisan lakukan adalah perbedaan
kerangka teori, subyek dan obyek penelitian, dalam buku ini membahas tentang
berbagai konflik dan resolusi konflik di berbagai hutan adat Indonesia sedangkan
yang akan diteliti oleh penulis hanya satu wilayah hutan adat.

Berdasarkan beberapa referensi diatas, tampak bahwa penelitian yang akan
dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam

penelitian ini terdapat perbedaan yang ada yaitu tentang resolusi konflik

?2 Eko Cahyono, dkk., Konflik Agraria Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya Di
Kawasan Hutan, (Jakarta: Komnas Ham RI, 2016).
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penguasaan lahan dan sumber daya alam di Kasepuhan Karang Banten dengan
pemerintah TNGHS, fokus pada penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab
konflik dan penyelesaian konflik dari konflik yang terjadi.

Penelitian tentang resolusi konflik masih jarang dilakukan sebelumnya,
khususnya oleh mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, padahal konflik merupakan salah satu
pengambat dalam proses pemberdayaan masyarakat disuatu daerah tertentu.
Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Resolusi
Konflik Dalam Penguasaan Lahan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di
Kasepuhan Karang Banten”.

G.Kerangka Teori

Dalam penelitian ini salah satu faktor yang memiliki peran penting adalah
teori. Teori dengan unsur ilmiah inilah yang akan mencoba untuk mendeskripsikan
fenomena yang menjadi pusat perhatian peneliti di Kasepuhan Karang Banten®.
Penelitian ini berkaitan dengan konflik dan resolusi konflik natara masyarakat adat
Kasepuhan Karang Banten dengan pemerintah (TNGHS) oleh karena itu, terkait
dengan penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk konflik
agraria, jadi penelitian ini menggunakan teori konflik agraria dan resolusi konflik.
dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan gejala sosial yang dapat

muncul sebagai akibat adanya interaksi manusia.

* Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 1998),
him. 30.
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Konflik sendiri dapat diartikan sebagai pertarungan antara dua pihak atau
lebih, baik individu dengan kelompok maupun sebaliknya yang disebabkan oleh
perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status dan kelangkaan sumber daya alam,
menurut Fisher, konflik muncul karena ada sasaran-sasaran yang tidak sejalan atau
tidak sama. konflik juga muncul karena adanya perbedaan, perbedaan yang dapat
terjadi antara lain: (1) perbedaan persepsi; (2) perbedaan pengetahuan; (3)
perbedaan tatanilai; (4) perbedaan kepentingan; dan (5) perbedaan pengakuan hak
kepemilikan atau klaim. Menurut teori Fisher, konflik mempunyai pola tersendiri
diantaranya adalah: (1) konflik laten yaitu konflik yang sifatnya tersembunyi dan
perlu diangkat kepermukaan sehingga dapat ditangani secara efektif; (2) konflik
manifest atau terbuka yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata sehingga
memerluka berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai macam
efeknya; (3) konflik permukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan
muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat diatasi
dengan menggunakan komunikasi®*. Menurut Gunawan Wiradi, konflik agraria
dapat terjadi karena adanya suatu gejala sosial yang didalamnya berlangsung
proses interaksi antara dua orang atau lebih dan kelompok yang memperjuangkan
kepentingan objek yang sama, yaitu tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan

tanah, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada diatas tanah yang

** Pluit Dean J dan Rubbin Jeffry, Teori Konflik Sosial, ( Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2004),
him. 151.
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bersangkutan?®®, kebijakan dan sistem hukum juga dapat mengakibatkan terjadinya
sebuah konflik tersebut. Sumber konflik agraria pada dasarnya terletak pada
adanya sejumlah ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan tanah,
ketimpangan dalam hal peruntukan tanah, dan ketidakselarasan dalam hal presepsi
dan konsepsi mengenai agraria®®. Konflik agraria menggambarkan keadaan tidak
terpenuhinya keadilan hak bagi kelompok masyarakat yang menggantungkan
hidupnya pada sektor agraria yang harus bersaing dengan pemilik modal
(penguasa) yang kuat dan didukung negara yang mengeksploitasi sumber daya
alam demi kepentingan ekonomi®’, dengan mengabaikan hak seseorang ataupun
suatu kelompok atas suatu luasan tanah. Hak seseorang ataupun suatu kelompok
akan terjamin Kkepastiannya jika memperolen pengakuan secara utuh, dan
bagaimanapun juga pengakuan dari pemegang kekuasaan itu sangat dibutuhkan
untuk hak masyarakat terlindungi®®. sumber daya alam memiliki peran strategis
bagi kehidupan manusia karena manfaat ekonomi yang dikaandungnya. Konflik
akibat eksploitasi hutan menurut Noer Fauzi, menggambarkan ketidakpedulian
pemegang kekuasaan terhadap masyarakat, bahkan dalam Peraturan Pemerintah
No.21 tahun 1970 menyebutkan demi keselamatan umum di areal hutan,

mengakibatkan tersingkirnya masyarakat hukum adat yang merupakan pengguna

% Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. (Yogyakarta, Insist
Perss, KPA, dan Pustaka Pelajar, 2000), him 85.

?® Gunawan Wiradi, Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir. ( Jakarta Selatan,
Konsorium Pembaruan Agraria, ed. Baru, 2009), him 44.

?” Abu Rokhmad, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, (Semarang: Walisongo Press, 2008),
him. 1.

?® Abu Rokhmad, Paradigma Resolusi Konflik Agraria, him. 86.
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hutan dari hubungannya dengan tanah. Masyarakat dianggap sebagai akibat
hancurnya ekosistem hutan, bahkan pemerintah dengan mengatasnamakan
lingkungan untuk menghancurkan sumber ekonomi masyarakat, yakni tanah hutan
dan sumber daya alamnya®. Dalam kasus sengketa tanah berbasis hutan menurut
Noer Fauzi, masalah utama yang sering muncul adalah (1) penolakan petani atau
masyarakat untuk keluar dari tanah yang diklaim, (2) kehancuran sumberdaya
subsistensi masyarakat adat, (3) penyediaan sumber ekonomi dan pemukiman
alternatife yang memadai, (4) kemunduran ekologis ditingkat local hingga
global®®. Seperti yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten, pemerintah (TNGHS)
mengklaim dan memperluas kawasan hutannya atas hutan masyarakat adat
sehingga penggelolaan hutan yang merupakan sumber ekonomi masyarakat

berkurang.

Konflik yang dapat menghilangkan sumber mata pencaharian masyarakat
dan hilangnya identitas masyarakat tersebut termasuk dalam aturan-aturan hukum
agama Islam. Agama Islam mempunyai syariat/ hukum-hukum yang mengatur apa
yang dibolehkan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh umat-Nya, tidak hanya
hubungan manusia dengan Allah tetapi juga hubungan manusia dengan manusia
bagi kemaslahatan manusia. Tujuan pokok Allah mensyari’atkan hukum adalah

untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, maslahat yang dipahami merupakan

?® Noer Fauzi, Petani Dan Penguasa, (Yogyakarta: Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar
1999), him. 201.
*® Ibid, him. 198.
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sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan. Implementasi nilai-
nilai ilaihiah Hukum Islam dikehidupan nyata, seperti yang terkandung dalam
magashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), bahwa tujuan hukum Islam adalah
menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat®™>. Dalam Magashid syari’ah
terdapat beberapa aspek skala prioritas yang saling berkaitan/saling melengkapi,
diantaranya adalah Daruriat (keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan),
merupakan sesuatu yang harus ada demi kelangsungan kehidupan manusia. Tujuan
dari daruri itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan
harga diri. Hajjiat (kebutuhan-kebutuhan), merupakan sesuatu yang dibutuhkan
demi kelangsungan hidup manusia®. Perluasan kawasan Taman Nasional Gunung
Halimun Salak tanpa melihat kehidupan masyarakat disekitarnya yang dapat
menghilangkan sumber mata pencaharian (harta) dan kelangsungan hidup,
merupakan suatu gambaran suatu aspek tujuan-tujuan hukum Islam (magoshid
syari’ah) yang tidak terpenuhi. Sehingga dibutuhkan suatu solusi untuk

menyelesaikan konflik tersebut.

Adanya konflik tersebut tentunya juga ada penyelesaian konflik atau
resolusi  konflik. Menurut Morton Deutsch, resolusi konflik merupakan

sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat eksperimental dalam memahami

*1'yudian Wahyudi, Maqgoshid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik, (Pesantreen Nawesea
Press, Yogyakarta: 2007), him.26-27.
* Ibid, him. 29.
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sifat-sifat konflik, kemudian membuat penyelesaian terhadap konflik*®. prof. Dr.
Alo Liliweri berpendapat resolusi konflik bertujuan menangani sebab-sebab
konflik dan berusaha membangun membangun hubungan baru yang relatif dapat
bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan®*,

Jadi resolusi konflik adalah tentang bagaimana menyelesaikan konflik,
mengatasi konflik, mengelola dan bahkan menghilangkan konflik, adapun
berbagai teori resolusi konflik diantaranya: (1) Dialog adalah pembicaraan antara
dua belah pihak untuk saling memberi suatu informasi, untuk melakukan dialog
ada beberapa pedoman yang harus diperhatian oleh kedua belah pihak: utuh dan
otentik, saling terbuka, adanya pijakan yang sama atau titik temu, tujuan untuk
saling memahami, materi dialog. (2) Negosiasi Menurut prof. Dr. Syahrizal Abbas
negosiasi adalah salah satu strategi penyelesaian sengketa dimana para pihak
setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah dan
perundingan. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur dimana para
pihak yang bersengketa berbicara sesame mengenai permasalahan yang
dioerselisihkan untuk mencapai kesepakatan bersama. Syarat untuk melakukan
negosiasi adalah: Bersedia membagi kepenting bersama, sepakat dalam prosedur
yang ditempuh, bersifat sukarela, saling dipercaya, mencari berbagai alternative

dalam mencari solusi.

% Marton Deutsch, The Resolution Of Conflict, (New Heaven: Yale University Press, 1973),
him. 420.

** Alo Liliweri, Prasangka Dan Konflik; Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat
Multikultural, (Yogyakarta: Lkis, 2005), him 288-289.
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Tujuan negoisasi adalah untuk mendapatkan cara penyelesaian masalah
bersama yang hasilnya dapat saling menguntungkan. Kedua belah pihak harus
dapat melakukan negosiasi atau kompromisasi dengan baik untuk mencapai tujuan
bersama®.(3) Mediasi metode penyelesaian konflik dengan cara mediasi atau
menggunakan pihak ketiga merupakan cara dimana dalam penyelesaian masalah
menggunakan penengah yang bertugas sebagai mediator untuk membantu
menyelesaikan konflik. tiga tahapan yang harus diperhatikan untuk melakukan
mediasai, antara lain: Preparation, pada tahap pertama ini adalah melakukan
perkenalan, pengecekan para pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukan
mediasi dan membuat kesepakatan untuk memulai roses mediasi. Mediation,
proses yang dilakukan pada tahap ini adalah opening, option, agreement dan
closing. Follow up, pelaksanaan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang
berkonflik telah menyepakati dan bersama-sama membuat perjanjian tertulis. (4)
Peace building menurut Johan Galtung, strategi atau upaya yang mencoba
mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik
dengan cara membangun jembatan komunikasi antara pihak yang terlibat

konflik.

Penyelesaian konflik antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan

Taman Nasional Gunung Halimun Salak terkait perluasan kawasan hutan tidak

35 Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syari’at, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2011), him. 9-10.

*® Imam Taufik, Peace Building Dalam Al-quran; Kajian Tentang Pemikiran Sayyid Qutb
Dalam Tafsir Fi Dilal AL-quran, Laporan Individu, 2010, him 7-8.
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terlepas dari bantuan masyarakat sipil yang membantu mendmpingi masyarakat
adat Kasepuhan Karang untuk memperjuangkan kembali hak atas hutan adatnya.
Melalui proses panjang yang dilakukan oleh Rimbawan Muda Indonesia (RMI)
dan berbagai masyarakat sipil lainnya untuk mendampingi serta memberikan
dukungan penuh melalui dialog dan negosiasi kepada pihak otoritas yang terkait.
Jadi dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang resolusi konflik yang
terjadi di Kasepuhan Karang lebih menekankan pada proses diaolog, negosiasi dan

mediasi.
H.Metode Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis secara langsung di Kasepuhan
Karang Banten menggunakan metode penelitian kualitatif, untuk menjelaskan
berbagai penyelesaian konflik yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten. Metode
Kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik,
yaitu suatu penelitian sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti
pada suatu objek yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten® dan menggambarkan
keadaan wilayah penelitian berdasarkan fenomena yang terjadi sebagaimana
adanya®. Metode ini yang digunakan untuk mendeskripsikan resolusi konflik

penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam yang terjadi di Kasepuhan

37 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian,
(Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2011), him. 24.

3% Andari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gama Univ. Press,
2007), him. 67.
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Karang Banten, melalui pendekatan deskriptif analitik yang memiliki kelebihan
dalam membaca realitas sosial secara alamiah dan dapat mendalami fenomena
sosial mendalam, sehingga metode ini sangat cocok untuk mendeskripsikan

konflik dan resolusi konflik yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten.

Dalam pendekatan awal peneliti kepada masyarakat adat Kasepuhan
Karang dan pemerintah Desa Jagaraksa yaitu pada saat acara festival hutan Adat
Kasepuhan Karang pada taggal 16-17 Desember 2017 dengan ikut bergabung
bersama rombongan Rimbawan Muda Indonesia (LSM yang mendampingi proses
resolusi konflik di Kasepuhan Karang Banten). Proses inilah yang memudahkan
peneliti dapat diterima dengan baik oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang
Banten untuk melakukan penelitian tentang resolusi konflik dari konflik yang

terjadi.

Untuk mendapatkan data dan informasi, peneliti memanfaatkan berbagai
sumber data primer dan skunder untuk mendeskripsikan fakror-faktor yang
memicu terjadinya konflik dan penyelesaian konflik atau disebut juga resolusi
konflik yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten. Dalam hal ini peneliti datang
langsung ke Kasepuhan Karang Banten, yang pertama dilakukan adalah meminta
izin terlebih dahulu kepada kokolot (ketua Adat) Kasepuhan Karang Banten, dan
setelah mendapatkan izin peneliti dipersilahkan tinggal dirumah Adat selama data-
data yang diinginkan sudah didapatkan. Proses pencarian data dilapangan yang

pertama yaitu menemui staf pemerintahan Desa Jagaraksa, kemudian setelah itu
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bertemu dengan beberapa masyarakat Kasepuhan Karang Banten, selama di
Kasepuahan Karang Banten peneliti berkeliling ke kawasan hutan yang
mengakibatkan terjadinya konflik dan lahan-lahan perkebunan masyarakat
bersama salah satu masyarakat Adat Kasepuhan Karang yaitu kang Asep. setelah
data tercukupi kemudian peneliti melakukan penggalian data dan informasi di
kantor Rimbawan Muda Indonesia (RMI), yang mana RMI ini adalah salah satu
lembaga yang mendampingi masyarakat Adat Kasepuhan Karang dalam proses
resolusi konflik yang terjadi. Untuk mendapatkan data primer diperoleh dari hasil
wawancara langsung dengan Bapak Adang Sabroni salah satu perwakilan Kokolot
Kasepuhan Karang Banten, Kang Asep salah satu masyarakat Adat Kasepuhan
Karang, Bapak Wahid kepala desa Jagaraksa, dan selain itu juga peneliti
melakukan wawancara kepada lembaga yang mendampingi dalam resolusi konflik
yang terjadi antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan TNGHS yaitu RMI
(Rimbawan Muda Indonesia) yang diwakili oleh Teh Nia. Data tersier diperoleh
melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lainnya yang telah ada dan mempunyai
hubungan dengan masalah yang peneliti bahas dalam penelitian ini seperti
diperoleh dari dokumen pemerintah desa dan dari RMI (Rimbawan Muda

Indonesia) maupun dari sumber lainnya.

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung dari bulan Maret 2017
sampai bulan April 2018 di Kasepuhan Karang Banten, peneliti menggunakan

teknik pengumpulan data dengan cara observasi yaitu, pengumpulan data untuk
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mengetahui keadaan obyek penelitian secara langsung maupun tidak langsung
yang terjadi di Kasepuhan Karang Banten. Observasi yang dilakukan oleh peneliti
di wilayah Kasepuhan Karang Banten setelah terjadinya konflik dan penyelesaian
konflik. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu, diperoleh melalui
data-data dari pemerintah Desa Jagaraksa, data-data dari Rimbawan Muda
Indonesia dan sumber lainnya yang berkaitan dengan resolusi konflik yang terjadi
di Kasepuhan Karang Banten. berdasarkan catatan peristiwa yang sudah berlalu
berbentuk tulisan atau gambar seperti sejarah kehidupan, cerita, biografi dan

peraturan kebijakan®®.

Untuk pengujian validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi
untuk pengecekan data yang sudah terkumpul. Teknik triangulasi yang digunakakan
adalah triangulasi sumber yang merupakan pengecekan data yang telah diperoleh
melalui beberapa sumber®’, dengan cara mencocokan dengan kredibilitas data dan
informasi yang telah diperoleh melalui observasi dan dokumentasi di Kasepuhan

Karang Banten, serta mencocokan hasil yang diperoleh dari wawancara.

Subjek pada penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang
situasi dan kondisi latar belakang penelitian, seperti , masyarakat Kasepuhan Karang
dan LSM yang mendampingi proses resolusi konflik khususnya Rimbawan Muda

Indonesia. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah mengenai

** Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2017), him. 124.
*® Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, him. 191.
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resolusi konflik dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumberdaya alam di

Kasepuhan Karang Banten.

Table 1. Pelaksanaan Penelitian

No | Kegiatan Bulan

Maret April

1 Observasi awal

2 Identifikasi masalah

3 | Pengumpulan data penelitian

4 | Pengolahan data penelitian

5 | Analisis dan kesimpulan

6 | Penulisan hasil penelitian

Dalam analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data
deskriptif, dengan memilih dan menggabungkan data yang telah terkumpul dari
catatan lapangan, hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga dapat
pemahaman yang jelas*'. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan
dianalisis dengan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan

melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan diuraikan secara

*! Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, him 165.
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deskriptif guna memperolen gambaran yang dapat dipahami dan terarah untuk
menjawab permasalahan yang peneliti lakukan. Teknik analisis data yang disajikan
dalam penelitian ini meliputi 3 bagian yaitu: pertama reduksi data yang merupakan
suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan dan membuang data
yang tidak perlu dari hasil penelitian. Kedua, penyajian data merupakan deskripsi
kumpulan informasi yang tersusun dan memungkinkan untuk melakukan
penarikan kesimpulan*. Pada penyajian data penulis menjelaskan secara naratif
perihal konflik dan resolusi konflik dari konflik yang terjadi antara masyarakat
Adat dengan TNGHS. Ketiga, penarikan kesimpulan diambil dari beberapa
kumpulan data hasil penelitian ini. Melalui kesimpulan ini akan diperoleh faktor-
faktor penyebab konflik dan resolusi konflik antara masyarakat adat Kasepuhan

Karang Banten dengan pihak pemerintah (TNGHS).

. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dan meruntutkan pembahasan hasil penelitian ini akan
di sistemasikan sebagai berikut:
Pada Bab | pendahuluan berisi sub bab; penegasan judul, latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.
Pada Bab Il membahas tentang gambaran umum konflik penguasaan lahan dan

sumber daya alam antara masyarakat adat Kasepuhan Karang dengan Taman

*? Agus Salim, Teori dan Paradigma Sosial, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), him. 22
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Nasional Gunung Halimun Salak meliputi profil hutan adat Kasepuhan Karang,
profil Taman Nasional Gunung Halimun Salak, letak geografis, dan sejarah hutan
adat Kasepuhan Karang.

Pada Bab Il mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya konflik penguasaan lahan
dan sumber daya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah di Kasepuhan
Karang Banten, mendeskripsikan usaha-usaha dan inisiatif untuk penyelesaian
konflik dari konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan pemerintah di
Kasepuhan Karang Banten.

Pada Bab IV penutup yang berisi sub bab; kesimpulan dan saran-saran.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hilangnya hak-hak dan akses ruang hidup masyarakat adat Kasepuhan
Karang dengan adanya perluasan kawasan TNGHS yang mengklaim kawasan
hutan adat Kasepuhan Karang memicu terjadinya konflik perebutan atas lahan
dan sumber daya alam yang ada didalamnya. Adanya kebijakan pemerintah
tentang kehutanan seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang 41/1999 yang
tidak mengakui tentang keberadaan masyarakat adat di wilayah kawasan hutan,
hal lain yang memperkuat klaim Negara atas kawasan hutan adat tersebut adalah
tidak adanya payung hukum vyang jelas tentang diakuinya keberadaan
masyarakat adat di kawasan hutan. Keberadaan masyarakat adat Kasepuhan
Karang yang diyakini secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang tinggal
di kawasan hutan tersebut, menuntut kepada pemerintah atas haknya didalam
kawasan hutan.

Diterbitkannya keputusan MK 35/2012 yang menyatakan bahwa hutan
adat bukan lagi hutan Negara, ini merupakan hasil perjuangan yang dilakukan
oleh masyarakat adat Kasepuhan Karang dan pemerintah Desa bersam dengan
RMI. Menindaklanjuti tentang mandat putusan MK 35/2012 tersebut, akhirnya
setelah melewati proses resolusi konflik yang panjang dengan cara dialog,

negosiasi, dan mediasi telah dilakukan masyarakat diakui oleh pemerintah
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melalui perda No.8/2015 tentang pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan
masyarakat hukum adat Kasepuhan. Tonggak terpenting dalam resolusi konflik
di  Kasepuhan Karang ini  adalah adanya SK.6748/MENLHK-
PSKL/KUM.1/12/2016, karena pada tahap ini merupakan hasil akhir dari proses
resolusi konflik antara masyarakat adat dengan TNGHS.

Setelah diakuinya hutan adat Kasepuhan Karang Banten melalui
SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang penetapan hutan adat
Kaepuhan Karang, masyarakat mendapatkan kembali haknya menggarap atau
berladang dikawasan hutan. Pemerintah Desa Jagaraksa juga melihat adanya
potensi alam yang ada di kawasan hutan adat tersebut untuk dijadikan ekowisata
yang dikelola olen masyarakat, hal tersebut merupakan suatu upaya
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pasca penetapan hutan adat
Kasepuhan Karang Banten. Selain itu, adanya pemetaan ulang wilayah hutan
adat, pembentukan koperasi, dan penguatan kelompok PKK.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kasepuhan Karang
Banten, maka penulis ingin memberikan saran-saran yang diharapkan bisa
bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

Pertama, bagi pemerintah pusat, diharapkan dapat melihat bahwa

keberadaan masyarakat Adat di sekitar kawasan hutan itu masih ada dan
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mengakui keberadaan masyarakat Adat yang ada serta menjamin hak-hak
masyarakat Adat tersebut seperti yang pada umumnya di Indonesia.

Kedua, bagi pihak TNGHS dalam melakukan perluasan kawasan dengan
dalih untuk menjaga hutan agar tetap lestari seharusnya melihat keberadaan
kehidupan masyarakat sekitar yang berada dikawasan hutan tersebut, sehingga
tidak merampas ruang hidup masyarakat yang memanfaatkan hutan sebagai
sumber kehidupannya.

Ketiga, bagi masyarakat Adat Kasepuhan Karang, setelah perjuangan
panjang untuk mengakhiri konflik dan mendapatkan kembali hak atas hutan
Adatnya serta diakui keberadaannya oleh pemerintah, diharapkan tetap menjaga
dan melestarikan hutan seperti mandat dari nilai-nilai Tatali Paranti Karuhun,
tetap menjaga kedamaian antar masyarakat, sehingga tidak akan terjadi konflik
selanjutnya.

Keempat, untuk peneliti pada umumnya semoga dapat melanjutkan dan
mengembangkan dari penelitian ini, karena penelitian ini masih banyak

kekurangan dan jauh dari sempurna.
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Lampiran : 1 (satu) bendel

Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Gubernur Daerah Propinsi Yogyakarta
c.q. Kepala KESBANGPOL di Yogyakarta
Assalamu’alailkum Wr. Wb,

Disampaikan dengan hormat bahwa terkait dengan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas
Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berikut ini:

Nama :  Fajar Ahsani

NIM/Jurusan/T.A. : 14230034 /PMI/T.A. 2017/2018

Semester : VIII (Delapan)

Jenis Kelamin :  Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Oku Timur, 26 Desember 1995

Lokasi Penelitian ¢ Desa Jagaraksa Kasepuhan Karang Lebak Banten

Metode Penelitian : Kualitatif / Kuantitatif

Waktu Penelitian : 27 Februari s.d.27 April 2018

Pembimbing : Dr.Abdur Rozaki.M.Si.

Judul : RESOLUSI KONFLIK DALAM  PENGUASAAN

LAHAN DAN SUMBER DAYA ALAM DI
KASEPUHAN KARANG BANTEN

Kami mohon agar mahasiswa tersebut diberikan ijin untuk melakukan riset dan pengumpulan
data. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan desain penelitian dimaksud sebagaimana
terlampir.

Demikian, atas izin dan kerjasama Saudara kami sampaikan terimakasih

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
J1. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta — 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 6 Maret 2018

Kepada Yth. :
Nomor : 074/2646/Kesbangpol/2018 Gubernur Banten
Perihal :  Rekomendasi Penelitian Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Banten
di Serang
Memperhatikan surat :
Dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga
Nomor :  B-399/Un.02/DD.1/PN.01.1/03/2018
Tanggal : 5 Maret 2018
Perihal : lzin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan
surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka
penyusunan skripsi dengan judul proposal :”’"RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGUASAAN
LAHAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KASEPUHAN KARANG
BANTEN” kepada:

Nama : FAJAR AHSANI

NIM 1 14230034

No.HP/ldentitas :  085743663391/1608062612950001

Prodi/Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam

Fakultas :  Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga

Lokasi Penelitian . gas?puhan Karang, Desa Jagaraksa, Kec. Muncang, Lebak,
anten

Waktu Penelitian : 6 Maret 2018 s.d 27 April 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutunkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
riset/penelitian;

2 Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud,;

<R Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-
lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.

4 Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan
surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya
surat rekomendasi ini.

Rekomendasi ljin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

D

W UAvL . KEPALA
'BADAN KESBANGPOL DIY

Demikian untuk menjadikan maklum.

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)

2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.
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PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)
JI. KH. Syech Nawawi Al-Bantani Palima - Serang Telp. (0254) 267142 Fax. (0254) 267143

SURAT PEMBERITAHUAN PENELITIAN
Nomor : 070 /128-Kesbangpol /2018

Membaca : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/2646/Kesbangpol/2018
Tanggal 6 Maret 2018, Perihal Rekomendasi Penelitian.
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun
2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen
Dalam Negeri;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 14 Tahun 2013
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Memperhatikan . Proposal yang bersangkutan

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama : Fajar Ahsani

Alamat : Sido Gede RT/RW 009/002 -Desa/Kel. Sido Gede Kec.
Belitang Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan

NIM/NIP/KTP : 14230034

Pekerjaan . Mahasiswa

Kebangsaan . Indonesia

Judul Penelitian : Resolusi Konflik Dalam Penguasaan lahan Dan Pengelolaan
Sumber Daya Alam Di Kasepuhan Karang Banten

Bidang : Pengembangan Masyarakat Islam

Daerah Penelitian : Kabupaten Lebak

Status Penelitian ¢ Baru

Lama Penelitian : April s/d September 2018

Pengikut Peserta P
Penanggungjawab : AbdufRozak

Maksud dan Tujuan : Untuk mendeskripsikan faktor-faktor terjadinya konflik
dalam penguasaan lahan dan pengelolaan sumber daya alam
antara masyarakat adat dengan pemerintah di Kasepuhan
Karang Banten
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SEBELUM MELAKUKAN PENELITIAN, AGAR MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI
BERIKUT:

1.

6.

Melaporkan kedatangannya, kepada Bupati / Walikota cq.Kepala Badan/ Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat pemberitahuan
ini;

Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survey/PKL yang tidak sesuai / tidak ada
kaitannya dengan penelitian dimaksud;

Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan
adat istiadat setempat;

Apabila masa berlakunya Surat Pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan
pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Penelitian/Survey/PKL harus
diajukan kembali kepada instansi pemberi ijin;

Setelah selesai melakukan Kegiatan Penelitian/Survey/PKL, agar segera melaporkan
hasilnya ke Gubernur cq.Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Banten, paling
lambat 6 bulan setelah penelitian;

Surat Pemberitahuan ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila
ternyata pemegang Surat Pemberitahuan ini tidak mentaati/mengindahkan
ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas;

Kepada semua instansi/lembaga yang terkait agar dapat memakluminya.

Serang, 19 April 2018

KEPAL mgz‘%w SBANG DAN POLITIK
/Q~\ \%&BAN I'EN

s

-—4:’7
Drs. ADE /\R]Y/\Nl() MSI
NIP:19630216 198503 1 002
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REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SK.6748 / MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016

TENTANG

PENETAPAN HUTAN ADAT KASEPUHAN KARANG SELUAS * 462 (EMPAT
RATUS ENAM PULUH DUA) HEKTAR DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN

MUNCANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013,
hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah
masyarakat hukum adat;

bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, keberadaan
dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak
Nomor 08 Tahun 2015 tertanggal 15 Desember 2015
tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan
Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, Hutan Adat
Kasepuhan Karang, Masyarakat Hukum Adat dan wilayah
adatnya telah diakui keberadaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan
huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Hutan Adat
Kasepuhan Karang seluas + 462 (empat ratus enam puluh
dua) hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang,
Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara RI Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran
Negara 3419);

. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29) yang

telah...
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3696);

7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);

8. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/Menlhk-11/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-

Setjen/2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN HUTAN ADAT
KASEPUHAN KARANG SELUAS + 462 (EMPAT RATUS ENAM
PULUH DUA) HEKTAR DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN
MUNCANG KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN

Menetapkan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas + 462
(empat ratus enam puluh dua) hektar dari kawasan Taman
Nasional Gunung Halimun Salak, yang berlokasi di Desa
Jagaraksa Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak, Provinsi
Banten, menjadi hutan hak bagi Masyarakat Hukum Adat
dengan fungsi pokok konservasi.

Hutan Hak/Hutan Adat Kasepuhan Karang sebagaimana
dimaksud dalam Amar PERTAMA adalah sebagaimana
tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Amar

PERTAMA...
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KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN

PERTAMA, dicantumkan dalam peta kawasan hutan oleh
Menteri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Berdasarkan Amar PERTAMA Hutan Hak/Hutan Adat
tersebut diintegrasikan dalam revisi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi berikutnya.

Pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Hak/Hutan Adat
sebagaimana dimaksud pada Amar PERTAMA dilaksanakan
oleh Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang
berdasarkan Tatali Paranti Karuhun dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan Hutan Hak/Hutan Adat sebagaimana dimaksud
dalam Amar PERTAMA, pemangku hutan hak wajib
mempertahankan fungsi hutan.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah
Kabupaten Lebak menghormati dan melindungi hak dan
kewajiban Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Karang
dalam mengelola dan memanfaatkan hutan adat
sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA.

Hutan Hak/Hutan Adat yang ditetapkan dalam Keputusan

ini tidak boleh diperjualbelikan baik saat ini dan anak
keturunannya.

KESEMBILAN...



KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Desember 2016

A.n MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUTANAN
SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN,

HADI DARYANTO
NIP 19571020 198203 1 002

Tembusan kepada Yth:
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